GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola
pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan,
akuntabel, dan bersih, maka diperlukan pedoman
dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi
di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Maluku;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan



Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAYANAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
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L1,
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Provinsi adalah Provinsi Maluku.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.

Gubernur adalah Gubernur Maluku.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Standar Layanan Informasi Publik, yang selanjutnya disebut Standar
Layanan adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan
layanan, penyediaan, dan penyampaian informasi publik.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan
pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi
publik.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non
elektronik. ;

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta
rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi, serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol
atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis
dan/atau menyebarkan Informasi.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik
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yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumuinkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan informasi elektronik.

Badan Publik adalah lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD,
atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari APBD.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan
Publik.

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya
disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung
PPID dan/atau atasan dari atasan langsung PPID.

Tim Pertimbangan adalah tim yang memberikan pertimbangan atas
klasifikasi Informasi, termasuk Informasi yang dikecualikan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, yang
selanjutnya disebut PPID Pelaksana adalah Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi yang berada pada Perangkat Daerah.

Petugas Pelayanan Informasi adalah petugas yang ditunjuk oleh Atasan
PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan
dan/atau pelayanan Informasi Publik.

Pengguna Informasi Publik adalah orang/badan yang menggunakan
Informasi Publik.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.

Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk memperoleh
Informasi Publik dari Badan Publik.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat,
dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan
dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat
PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan
antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antar Badan Publik guna
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses
penyelenggaraan tugas-tugas PPID.

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat
DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang
seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah
penguasaan Pemerintah Provinsi tidak termasuk informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan.

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat
RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan
berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk
memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik.

Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat
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SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi
secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat
LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis
informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan
dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.

Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang
selanjutnya disingkat FKPPID adalah forum yang dibentuk untuk
meningkatkan koordinasi antar PPID lingkup Nasional dan Regional dan
memperkuat peran dan fungsi PPID Pemerintah Provinsi.

Uji Konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh
ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suatu
Informasi dibuka dan adanya kepentingan publik yang lebih besar yang
harus dilindungi dengan menutup suatu Informasi Publik.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan
Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi
Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan
informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak
melalui bantuan mediator Komisi Informasi.

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara
para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah
dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik dan
Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

b. menjamin tertib administrasi pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan

c. meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di
Pemerintah Provinsi untuk menghasilkan layanan informasi dan
dokumentasi yang berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

TR DR me a0 T

Hak dan Kewajiban;

Klasifikasi Informasi Publik;

PPID;

Kelengkapan PLID;

Standar Pelayanan Informasi Publik;

Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi;

Sarana dan Prasarana;

Pembinaan dan Pengendalian Penataan PLID;

Tata Cara Pengelolaan Keberatan dan Fasilitasi Sengketa Informasi;
FKPPID; dan

. Pendanaan.
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BAB Il
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 5

Pemerintah daerah berhak menolak memberikan informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan seperti :

a.

b.

c.
d.

informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
dan/atau

informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

Pemerintah Provinsi wajib :

a.

d.

€.

menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi dan
Dokumentasi Publik yang menjadi kewenangannya kepada Pemohon
Informasi Publik;

menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak
menyesatkan;

membangun dan mengembangkan sistem sistem penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik yang
dapat diakses dengan mudabh;

membuat pertimbangan secara tertulis atas setiap kebijakan yang
diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang
dikecualikan.

Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas :

a.
b.
c.

d.
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menetapkan standar layanan;

menunjuk dan menetapkan PPID;

menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi
Publik;

menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan
Sistem Elektronik dan nonelektronik;

menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik sesuai peraturan
perundang-undangan;

memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon
Informasi Publik yang mengajukan keberatan;

membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;
menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada
Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta Komisi
Informasi Provinsi; dan

melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan
Informasi Publik pada instansinya.
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Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memperhatikan perlindungan Data Pribadi dan aksesibilitas
bagi Penyandang Disabilitas.

Perlindungan Data Pribadi dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan.

BAB III
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Pasal 7

Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi selaku Badan Publik merupakan
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, diterima atau yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 8

Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan
klasifikasinya terdiri dari :

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

d. Informasi yang dikecualikan.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk
dokumen digital (softcopy) atau dokumen nondigital (hardcopy).
Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen non digital (hardcopy)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Informasi
Elektronik.

Penyediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

Bagian Kesatu
Informasi Yang Wajib Disediakan dan
Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, bersifat terbuka

dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Informasi tentang profil Badan Publik;

b. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang

dijalankan dalam lingkup Profil Badan Publik;

Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;

Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;

Ringkasan laporan akses Informasi Publik;

Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang

mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh

Badan Publik;

g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik,
serta penyelesaian sengketa informasi;

h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang
atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik maupun pihak
yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik;
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